
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk 
Teknis Pembcrian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga. 
Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 2023; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, rnaka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota; 

Menimbang 

W ALl KOTA KENDARl, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIANTUNJANGAN HARi RAYA 
DAN GAJl KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KE.NDARI TAHUN 2023 

TENTANG 

PERATURAN WALI KOTA KENDARl 
NOMOR \{, TAHUN 2023 

PROVlNSI SULAWESI TENGGARA 

WALIKOTA KENDARI 

' 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang- 
Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah di:ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik lndonesia Norn or 6718); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 



PERATURAN WALT KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNlS 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA 
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDART TAHUN 2023 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 39 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Tabun 
2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 299); 

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari 'I'ahun 2020 Nomor l , 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari. Nomor 27); 

17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 
tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2023 [Lernbaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2022 Nomor S); 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wall Kata dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kata Kendari. 

3. Wali Kola adalah Wali Kota Kendari. 
4. Wakil Wali Kata adalah Wakil Wali Kota Kendari. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah Kata Kendari yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada 
lernbaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga 
negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan 
fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-unda11gan. 

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenubi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
di:angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka rnelaksanakan tugas pemerintahan. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/ Pengguna Barang. 

10. Kuasa Bendahara Umum Daerab yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
BUD. 

11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri, 
12. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kendari yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
(PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bcrsumbcr dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat 
perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan 
SPM. 

Pasal 1 

BABl 
KETENTUAN UMUM 



(1) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PP.PK dan Pejabat 
Negara, terdiri atas : 
a. Gaji pokok; 
b. Tunjangan keluarga; 
c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang; 
d. Tunjanganjabatan; 
e. Tunjangan umum; dan 
f. Tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) khusus Tunjangan Harl 

Raya. 
Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, 

(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji 
pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

(3) Tunjangan keluarga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
rnerupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

Pasal 3 

(1) Aparatur Negara diberikan Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Tahun 2023. 

(2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cercfu:i atas : 
a. PNS dan Calon PNS; 
b. PPPK; dan 
c. Pejabat Negara. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk : 
a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik 

Indonesia cli luar negeri: 
b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintab baik di dalam maupun 

di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 
c. PNS penerima uang tunggu; dan 
d. PNS yang Diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan. 

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .huruf a, tidak diberikan kepada 
PNS dalam hal : 
a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dengan 

sebutan lain; dan 
b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi ternpat 
penugasan. 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
(5) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pirnpinan 

dan Anggota DPRD. 
(6) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : 

a. WaU Kota; dan 
b. Wakil Wali Kota. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 



Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS scbagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas : 
a. 80% (delapan pulub persen] dari gaji pokok PNS; 
b. Tunjangan keluarga; 
c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang; 
d. Tunjangan umum; dan 
c. Tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen} khusus Tunjangan Hari 

Raya. 
Scsuaijabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 

Pasal 4 

(4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan 
beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf d 
merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan 
penmdang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tunjangan 
jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang 
dipersarnakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Tunjangan jabatan struktural scbagaimana dimaksud pada ayat (6) 
merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana d.iatur dalam 
peraruran perundang-undangan tentang tunjangan jabatan struktural. 

(8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan fungsional. 

(9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah : 
a. Tunjangan Tenaga Kependidikan; dan 
b. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan 

Pemeriksa Keuangan. 
(10) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf e merupakan 

tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil. 

[11) Tambaban penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
merupakan pernberian imbalan jasa terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara 
berdasarkan penilaian kinerja. 

(12) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima 
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, 
diberikan 30% (tiga puluh persen) tunjangan profesi guru (khusus 
Tunjangan Hari Raya) atau 30% (tiga puluh persen) tambahan penghasilan 
guru Aparatur Sipil Negara (khusus Tunjangan Hari Raya} yang diterima 
dalam l {satu) bulan. 

(13) Dalam hal PNS yang merniliki tunja.ngan jabatan lebih dari 1 (satu], 
tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji Ketiga Betas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya 
paling besar. 



(I) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh] hari kerja sebelurn tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Harl Raya da.pat dibaya.rkan setelah 
HariRaya. 

(3) Besaran Tunjangan Harl Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4 acau Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen 
penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023. 

Pasal 7 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk: 
a. Insentif kinerja; 
b. Insentif kerja; 
c. Tunjangan pengelolaan arsip statis; 
d. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau 

tunjangan lain yang sejenis; 
e. Tunjangan pengamanan; 
f. Tunjangan khusus bagi guru; 
g. Insentif khusus; 
h. Tunjangan khusus; 
1. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di 

daerah terpencil; 
j. Tunjangan selisih penghasilan; 
k. Tunjangan atau .insentif yang ditetapkan denga.n peraturan perundang- 

undangan atau peratural internal instansi pemerintah; dan 
l. Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana 

dirnaksud dalarn Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang rneliputi tunjangan atau 
dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan pangan, tunjangan ja.batan, tunjangan jabatan 
struktural, tunjangan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan 
tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan 
yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, 
tunjangan urnum, uang representasi, clan runjangan yang diterima oleb 
Penerima Tunjangan. 

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 
paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, Tunjangan Keluarga, 
clan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administratif Pirnpinan dan Anggota DPRD. 

Pasal 5 



(1) Dalam ha! Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat rnenerima lebih dari 1 
[satu] Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satul 
Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), rnenerirna 
lebih dari l (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga 
Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus scbagai Pencrima Pensiun, dan/atau 
Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan lerdiri atas : 
a. Caji Kctiga Bclas scbagai Aparatur Negara; dan 

PASAI 1 1 

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 
(satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 
l (satu) Tunjangan Harl Raya yang nilainya paling besar. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), menerima 
lebih dari 1 [satu] Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan 
Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengernbalikan kepada 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalarn hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau 
Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas : 
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan 
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan 

Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan. 

Pasal.10 

(1) Tunjangan Hari Raya dan (Jaji Ketiga Belas sebagaimana di.maksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau _potongan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1), dikena.kan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana di.maksud pada 
ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. 

Pasal 9 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan 
paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023. 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana climaksud pada ayat (1) belu.m 
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 
Tahun 2023. 

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen 
penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023. 

Pasal 8 



Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM 
dan SP2D Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negcri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 15 

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang 
mengalarni mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran 
1\mjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum 
Dibayarkan. 

Pasal 14 

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPM. 

(2) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan 
SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa BUD. 

(3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untu.k pernbayaran 
Tunjangan Hari Raya menggunakan SPM Gaji, untuk pembayaran 
Tunjangan Hari Raya komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 
pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan 
penghasilan. 

(4) Penerhitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untu.k pembayaran 
Gaji Ketiga Belas menggunakan SPM Gaji, untuk pembayaran Gaji Ketiga 
Belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, 
tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambaban penghasilan. 

(5) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (4) masing-rnasing dibuat tersendiri dan terpisah d.ari 
SPM gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan. 

(6) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan 1-Iari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau 
susulan Tunjangan Hari Raya. 

(7) Jenis SPM untu.k pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), terrnasuk digunakan untuk pembayaran kckurangan atau 
susulan Gaji Ketiga Belas. 

Pasal 13 

Tunjangan Hari Raya clan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD mela1ui DPA SKPD berkenaan. 

Pasal 12 

BAB ill 
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANCAN HARI RAYA 

DAN GAJl KETIGA BELAS 

b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas 
sebagai Penerima Tunjangan. 

.. . . 



BERITA DAERAH KOTA KENDART TAHUN 2023 NOMOR 

Ditetapk.an di Kendari 
pada tanggal 11 • 4 . 2023 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. 
Wali Kota inf dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraruran Wali Kota 
Kendari Nomor 44 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan 
Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari (Serita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku, 

Pa:sal 16 

BAB TV 
KETENTUAN PENUTUP 

. ' 
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